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Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan KKN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemernintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah,
LKPJ kepada DPRD dan IPPD kepada Masyarakat.

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemenintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan LPPD Provinsi
2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data dan informasi bahan laporan

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

SOP Alur surat masuk dan surat keluar
SOP Pencanan Data dan Informasi
SOP Pengarsipan

Format LPPD

Laporan Realisasi Keuangan

Data dan Informasi Capaian Kinerja OPD Provinsi
Data dan Informasi asset PD

Perangkat Komputer

ATRI N

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka akan mengakibatkan penyusunan LPPD
tidak akan berjalan lancar dan tepat waktu yang akan mempengaruhi hasil evaluasi
kinerja pemerintahan daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)
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1| Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah tahun m«_o@ma” Mulai Surat Edaran Menteri Surat Edaran Menteri
sebelumnya Dalam Negeri Dalam Negeri
’ Gubemnur memberi a_mvoﬂm_ secara berjenjang kepada Sekretaris
: WQ§=&§A§>MW~8 Pemerintzhan dan Kesra dan Kepala Biro -~ > —> Disposisi surat 1 hari Disposisi surat
Kepala Biro vmamnsﬁzms_ menindaklanjuti surat tersebut kepada
3 | Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Surat dan SK 3 hari Surat dan SK
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5 Perangkat Daerah menyusun LPPD masing-masing sesuai dengan Format penyusunan 1 bulan Format penyusunan
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4 kinerja masing-masing PD untuk dijadikan barometer penilaian r\v Dol 1 minggu Data LPPD
mandin pada tingkat provinsi.
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disetujui dan ditandatangani. Perse
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11 | Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) v_,.o<_=m_ Kepulauan u Dokumen Resmi LPPD 1 hari Dokumen Resmi LPPD
Bangka Belitung untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. C
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